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SALINAN
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0012/0/1999
TENTANG
l’[if\.IBUKAA.‘-' DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun can mening} atkan daya
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu inenetapkan
pembukagn dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. DPeraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagairiaua telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

1998;
¢. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
1998;

. Nomor 72 Tahun 1991;
¢. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republixk Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974,
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Pasal 1

(1) Membuka Taman Kanak-kanalk (TK), Sckolah Luar Biasa (SLB), Sckolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP). Sckolah Menengah Umum (SMU), dan Sckolah Menengah Kejuruan (SMK)
Negeri,  *

(2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun peiajaran 1997/1998.
(®)) Nama dan lokasi sekolah sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

(1 Kedudukan, tugas. fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU., dan SMK
Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. masing-masing adalah sehagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a.  Nomor 0295/0/1978;
b. Nomor 0296/0/1978;
¢. Nomor 034/0/1997;
d. Nomor 033/0/1997;
¢. Nomor 036/0/1997.

(2) - Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam
Lampiran Il Keputusan ini.

-

Pasal 3
Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidiken dan Kebudayaan di Propinsi untuk

melaksanakan pembukaan dan penegerizn sckolah schagaimana dimaksud dalam Pasal l vang berada
di wilayahnya masing-masing. E
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Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran
sehagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran [ Keputusan ini.

Pasal 35

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlali :

1 TK  Negeri 212 buah;
2% SLB Negeri 37 buah;
% SLTP Negeri 10.375 bualy;
4 SMU Negeri  2.795 bualy; 5
5 SMK Negeri 762 Huah;

yang tersebar di 27 Propinsi di 'ndonesia.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tangeal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PEINDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sadarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaiican kepada : .
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SAT INAN Keputusan ini disampaikan kepada :

I Nenteri Nepara Koordinator Bidang Pengaswasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,

2. Meotéri Dalam Negeri,

3. Dircktur Jenderal Anggaran bcpnrtcme'n Keuangan, 3 .

4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, -

5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, s

6. Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I,

7. Sckretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dircktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
dan Kebudayaan Departenien Pendidikan dan Kebudayaan,

8. Seckretaris Inspektorat Jenderal, Sckretaris Dircktorat Jenderal, dan Sckretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan,

10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,

I1. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,

12, Kanior Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,

13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik [ndonesia,
4. Sckoiah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n.Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-yndangan,

. Kepala Sub Bagian Pénggandaan
Peraturan Perungdng-undangan.

=i /’j/ z :
Patut Pujogici, S.H.
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11. SLTP Negeri 2
Ciwaringin

12. SLTP Negeri 2
Susukan

Banjarsari

14, SLTP Negeri 2
Sukadana

Padaherang

16. SLTP Negeri 4
Pangandaran

17. SLTP Negeri 3
Haurgeulis

1 18. SLTP Negeri 2
] Losarang

| 19. SLTP Negeri 2
i Lemahabang

i
|20. SLTP Negeri 2
| Tempuran

21. SLTP Negeri 3
Cilamaya

|22, SLTP Negeri 4
| Ciawi Gebang

23. SLTP Negeri 3
Kadugede

13. SLTP Negeri 5 V

v

SLTP Negeri 6 i
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Kabupaten Cirebon
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Ciami§
Kabupaten Ciamis
“abupaten Ciamis
Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu

Kabupaten Karawang

: Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang

Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan
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